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1. Peran Pendidikan Tinggi Dalam Pembangunan Negara

Peran Penting
Pendidikan Tinggi

1. Meningkatkan
Kualitas SDM
o » g 2. Meningkatkan
|} | Penguasaan
4. .. B Iptek
Pendidikan Tinggi \
@ 3. Meningkatkan
Inovasi

\_




2. Profil Pendidikan Tinggi Indonesia

2.1 Partisipasi Pendidikan Tinggi

4633 33,4 % ™

Malaysia 488 37.2% %
Thailand 141 ¥ 51.2 % 2
Singapore g™ 82.7% %
Korea 352 ¥ 98,4 % %
Sumber:
(1a) PD Dikti, 5 Mei 2018,
(1b) APK Tahun 2017

(2) Global Competitiveness Index, 2017/2018
(3) ASEAN University Network
(4) https://www.chronicle.com/academicDestination/South-Korea/53/
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2. Profil Pendidikan Tinggi Indonesia

2.2 Pengenaan Pajak Pada Lembaga Pendidikan Tinggi akan Berpotensi Melebarkan
Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan, Baik di Desa maupun di Kota

Persentase Mahasiswa Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita, 2017
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2. Profil Pendidikan Tinggi Indonesia
2.3 World Class University

Universitas Indonesia Intitut Teknologi Bandung

Ranking 292 Ranking 359

Sumber: QS World Ranking 2018




2. Profil Pendidikan Tinggi Indonesia
2.4 ANGGARAN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA : Perbandingan Antar Negara

Public and Private Spending on Tertiary Education as Annual expenditure per student on tertiary education (2014)

Expenditure on core, ancillary services and R&D, in equivalent USD converted using PPPs, based on full-
Percentage of Total GDP time equivalents
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Source : OECD Report 2015 -
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2. Profil Pendidikan Tinggi Indonesia

2.5 Perbandingan Gaji Dosen vs Gaji Profesional (Fresh Graduate)

®

1. Dosen CPNS golongan lllb Fresh Graduate kualifikasi S1:
berkualifikasi S2, belum 1. Teknik Geologi
berpengalaman a. Perusahaan lokal = gaji 8-10 juta per bulan

b. Perusahaan asing = gaji 10-25 juta per bulan
. 2. Teknik Perminyakan
2. Gaji perbulan adalah a. Perusahaan lokal = gaji 8 juta per bulan

Rp,2,408.480 b. Perusahaan asing = gaji 10-12 juta per bulan

: 3. IT = gaji 6-7 juta per bulan
(o)
(80% dari Rp. 2,560,600) 4. Akuntansi (Internal Auditor)

a. Perusahaan lokal = gaji 7-10 juta per bulan
b. Perusahaan asing = gaji > 10 juta per bulan

Dari sisi pendapatan, profesi dosen tidak semenarik Profesional,

apalagi jika profesi dosen masih dibebankan dengan pembayaran pajak

(terutama untuk yang bukan bersumber APBN)



3. Arahan Presiden Fokus Tahun 2019

Fokus SDM




4. Upaya Meningkatkan Pendidikan Tinggi

Alokasi Sumber Daya
Pemerintah Fokus SDM

ﬁ Kontribusi Masyarakat
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Insentif Pajak Yang Dapat Meningkatkan J

Kontribusi Masyarakat




5. Perlakuan Pajak Pada Lembaga (Yayasan) Pendidikan Tinggi di Negara Lain

Untuk lembaga nirlaba, Australia Tax Office
(ATO) memberi pengecualian pajak (income

tax exemption) setelah mendapat
pengakuan sebagai lembaga nirlaba dari
ATO. Adapun lembaga nirlaba yang
mendapat pengecualian pajak adalah:

a.organisasi swadaya masyarakat
b.organisasi kebudayaan

c. organisasi pendidikan

d.organisasi ketenagakerjaan
e.organisasi kesehatan

f. organisasi pengembangan sumber daya
g.organisasi sains

h.organisasi olah raga

AUSTRALIA

Yayasan dan lembaga pengelola
dana CSR yang sifatnya nirlaba (not-
for-profit organization) dikecualikan
dari pengenaan pajak penghasilan
sebesar 30%

. JEPANG

Organisasi nirlaba yang memenuhi
syarat mendapat pengecualian pajak
badan (corporate income tax
exemption). Tapi pendapatan yang
bersumber dari aktivitas bisnis tetap
dikenai pajak seperti bisnis secara
umum

FILIPINA

AMERIKA

Universitas mendapat
pembebasan pajak
untuk kegiatan terkait
pendidikan dengan
ketentuan memberikan
laporan dan mengisi
form pajak khusus.
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6. Dasar Penetapan PTNBH sebagal Pengusaha Kena Pajak

Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 ayat (3a) huruf b, ada empat syarat untuk bisa dikecualikan sebagai subyek pajak dalam
negeri:

Pertama, pembentukannya berdasarkan Ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam
[-1’| ketentuan peraturan perundangundangan. U anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah.

Kedua, pembiayaannya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau @ Keempat, pembukuannya diperiksa oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah aparat pengawasan fungsional negara.
(APBD).

Samentarian Riset, Teknologl, das Pendiddan Tinggt g)
Republi wdoreva




6.1 Ringkasan Kronologis PTN BH sebagai PKP

e Negara membutuhkan PTN yang bermutu dan bereputasi
e Bentuk kelembagaan dan keuangan satker murni tidak memungkinkan PTN untuk mencapai mutu & reputasi tsb
e Negara memiliki dana terbatas untuk membiayai kebutuhan seluruh PTN

e Sebagian PTN diberi penugasan dan target kinerja yang lebih tinggi untuk mencapai mutu dan reputasi tinggi

e PTN tersebut kemudian diberi otonomi yang lebih luas termasuk di bidang anggaran (block grant) dan keuangan (bisa
leluasa mendapatkan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat untuk mencapai target kinerjanya)

(PNBP) agar tidak terikat dengan berbagai peraturan yang melekat pada Keuangan dan Perbendaharaan Negara
 Implikasi dari penerimaannya bukan PNBP adalah penerimaannya tidak bisa dikonsolidasi/masuk ke APBN

e Implikasi dari penerimaannya tidak bisa dikonsolidasi dalam APBN adalah PTN-bh tidak bisa dikecualikan sebagai subyek
pajak dalam negeri sehingga ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

e Implikasi dari otonomi di bidang keuangan adalah penerimaan PTN-bh bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak}
e Implikasi PTN-bh sebagai PKP adalah berlakunya semua “paket pajak” layaknya perusahaan yang berorientasi laba }
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Penegasan PTNBH sebagai PKP

.{.‘D—‘ X\ Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak no 34/PJ/2017
S

T tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan
T Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

1) S.E. ini menetapkan PTNBH (USU, Ul, IPB, ITB, UPI, UNPAD, UNDIP, UGM,
UNAIR, ITS, dan UNHAS) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Dengan demikian berlaku PPh, antara lain:

PPh pasal 21 (pagjak pribadi « pasal 25 (SPT Masa) dan
yang sifatnya progresif), . pasal 29 (SPT Tahunan).

2) Juga berlaku PPN bagi kegiatan non-pendidikan (UKT
dikecualikan dari PPN) dan unit-unit penunjang yqng
memberikan layanan, misal Rumah Sakit Pendidikans




Perbedaan Perlakuan Pajak Penghasilan Individu PTN

£>° Penghasilan individu (gaji dosen dan\
tendik non PNS, honor dan tukin) yang

bersumber dari Dana Masyarakat (bukan
PNBP) obyek pajak penghasilan progresif

-_—as - - .

Perlakuannya tidak sama dengan dosen PNS
dari PTN Satker dan PTN BLU (mereka pajak
penghasilannya final).



di Lembaga Pendidikan Nirlaba

~

7 ¢ Sijsa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga

pendidikan nirlaba termasuk PTN Badan Hukum vyang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan
yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun,
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek
pajak sepanjang memenuhi ketentuan PMK 80/PMK.03/2009
‘. jo PER-44/PJ./2009

~

Investasi di PTN BH tidak hanya bersifat fisik dalam bentuk
sarana prasarana, tetapi juga non fisik, seperti pengembangan
sumber daya manusia dan kegiatan riset & pengembangan

-



Kebutuhan PTNBH terhadap Sisa Lebih

1. Perguruan Tinggi memerlukan cadangan dana (buffer) operasional,
terutama di awal tahun anggaran, karena ada perbedaan tahun
anggaran dan tahun akademik

PTNBH menabung untuk belanja modal/sarpras yang tidak didanai
APBN

3. Mengumpulkan dana lestari (endowment fund)

4. Dana titipan yang penggunaannya sudah pasti, misalnya dana pensiun

e

Pemberlakuan pajak pada Sisa Lebih di PTNBH akan mempengaruhi
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
pengembangan World Class University




Anomali Penetapan PTNBH sebagai PKP

Aspek Logika:

surplus kas tidak sama dengan
laba, yang mana atas “laba”
tersebut kemudian dikenai pajak

Tidak sesuai dengan UU
no 12 tahun 2012 pasal
63 c. yaitu prinsip nirlaba.

Aspek Substansi:

PTNBH adalah unit kerja pemerintah
yang menjalankan fungsi pendidikan
tinggi, bukan BUMN atau Perusahaan
Swasta.

penghasilan.
(\
\

/‘\,
X

Aspek Filosofis:

Perguruan tinggi sebagai rumah ilmu pengetahuan,
budaya dan seni; bukan entitas/institusi yang
bertujuan mencari keuntungan/laba.

P

o
o

Etiskah Perguruan Tinggi dijadikan sumber
pendapatan Negara

melalui PNBP PTN (satker/BLU) maupun pajak PTN-bh
yang notabene diperoleh antara lain dari UKT (SPP)
mahasiswa?

Samentarian Riset, Toknologl dam Pendiddan Tinggt ﬁ
Repubik wdorevia




/. Ringkasan Usulan Perlunya Insentif Pajak Bagi PTN BH

1. Pemerintah mulai fokus pada pembangunan sumber daya manusia.

2. Untuk itu, Pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan upaya dan alokasi sumber daya
untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

3. Jumlah PTN BH yang masuk WCU baru 3 perlu ditingkatkan.

Alokasi sumber daya diukur dari pengeluaran pemerintah dan masyarakat untuk Pendidikan
Tinggi masih relatif rendah (terendah di antara negara-negara yang diteliti oleh OECD).

5. Berbagai pajak yang harus dibayar PTN BH mengakibatkan :

DUAELOLO,

 Pola pengeluaran perguruan tinggi menjadi kurang sehat (kemampuan membangun
endowment funds berkurang), kualitas infrastruktur (laboratorium) yang rendah, dan semakin
sulitnya perguruan tinggi mendapatkan SDM terbaik.

—.——

Oleh karena itu, Insentif Pajak Bagi PTN BH perlu disediakan untuk mengembangkan dan

mendapatkan SDM terbaik, membangun sarpras, melakukan kegiatan R & D,
membangun endowment fund
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